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PENCIPTAAN DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)
Oleh: I Nyoman Lodra’'

ABSTRAK

Ranah tradisi, akademisi sebagai ruang penciptaan produktif dan kreatif oleh
kalangan pemilik modal (kapitalis) menjadi mesin industri seni yang mieTijanjikan
hmmnmgmh&sudimhglnhﬂ.Pmpmggiatsmidiﬁngkupmdiﬁmﬂ.
seperti di Yogyakarta, Bali, Toraja, Sumba, Lombok, Nias, Dayak, Asmat,
SmmBdeanwmpaliaiun}ra,berhmaihaﬁfheﬂandaxkanpuda
kepentingan ritual (religi), bersifat trasidental, sebagai media persembahan, sosial
ekonomi (menyangga hidup), dan mengisi waktu luang (ckspresi). Begitu juga
para akademisi melakukan penciptaan berakarkan pada nilai tradisi dengan
berbagai pendekatan, mengejar nilai “kebaharuan” seperti;, ISI Denpasar,
Yogyakarta, Solo, Padang Panjang, dan di lembaga lainnya.

Hasil kreasi kreatif tersebut termasuk Ekspresi Budaya Tradisional (EBT)
memiliki nilai ke-original, baik itu karya desain, seni lukis, seni patung, tari,
musik, film, dan rupa lain pada umumnya tidak di proteksi dengan perlindungan
Hak Kekayaan Intelekmal (HKD).

Kata Kunci: Tradisional, akademisi, penciptaan, kreatif, kapitalis, dan HKI

I. PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual atau lazim disebut (HKI) memberikan peluang
kepada kemampuan seseorang atau beberapa orang, secara bersama- sama atas
inspirasinya melahirkan suatu ciptaan melalui imajinasi pikiran, kecekatan,
ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk vang khas dan
bersifat pribadi. Walaupun terkadang untuk menuangkannya seseorang tidak

mempunyai keberanian, ragu atau takut orang lain mengetahui tentang keaslian

! [hsampaikan dalam Seminar Nasional di Pascasarjana, Prodi Penciptann dan Kajian
Seni, Oktober, 2014, di 151 Padang Panjang | Sumatra Barat.



karya ciptaannya. Bisa juga sebaliknya sebagai suatu upaya memperlancar
jalannya proses penuangan imajinasinya, yang tidak ingin diketahui oleh orang
lain. Akan tetapi tidak demikian ketika kekayaan intelektual (KI) telah menjadi
bagian proses kreatif seseorang atau kelompok sepatutnya mendaftakannya. Jika
tidak disikapi dengan pendaftaran hasil kreasi kreatifnya bisa saja didahului oleh
pihak lain yang bukan penciptanya dan menjadi milik selamanya.

HKI adalah hak kebendaan, yakni hak atas sesuatu benda yang
bersumberkan hasil kerja otak, yang lebih mengedepankan rasio bernalar. Hasil
kerjanya itu bisa dalam bentuk immaterial, benda yang tidak berwujud misalnya
karya cipta lagu dan materil berupa benda berwujud pahatan, kerajinan, patung,
film dan sebagainya (Saidin (2007: 9). Sejalan dengan pemahaman Riswandi
HKI yang dikategorikan sebagai hak atas kekayaan timbul sebagai akibat
terjadinya proses kemampuan intelektual manusia. Dalam hal ini dimaksudkan
adalah karya-karya berupa pengetahuan seni, sastra, dan teknologi yang
membutuhkan pengorbanan temaga, pikiran, waktu, dan biaya (2005: 31).
Konseptual HKI adalah hak atas kepemilikan kebendaan tidak berwujud dari daya
cipta, rasa karsa, terhadap karya- karya yang timbul atau lahir karena adanya
kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan
teknologi. Kemampuan intelektual atau kemampuan dapat dibentuk melalui
pendidikan dan latihan, yang bisa menghasilkan atau memperoleh sesuatu temuan
(invensi).

Lebih lanjut Saidin (2007: 5) mengetengahkan hukum hak atas benda
immaterial, dalam kepustakaan hukum disebut sebagai hak milik intelektual atau
HKI (intellectual property rights), dibagi menjadi dua bagian vaitu (1) copyrights
(hak cipta) (2) hak atas kekayaan industri, termasuk (intelectual righst) yang
terdiri atas: paten. merk, desain produk industri, varietas baru tanaman,
rangkaian dan ilektronika terpadu. Dengan demikian dapat dipahami bahwa HKI
cakupannya sangatlah luas, termasuk bidang musik, tari, drama, film, grafis, seni

lukis. patung, keramik, serta temuan-temuan di bidang matematika, mesin dsbaya.



HKI terus berkembang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi seiring perubahan aspek penghargaan atau pengakuan secara nasional
mm:pammlrnmofﬁl Terbukti permasalahan HKI sudah semakin majemuk dan
kompleks, bahkan sampai melibatkan kepentingan- kepentingan perlindungan
yang sifamya tidak lagi timbal- balik, tetapi sudah masuk ranah politik
(penckanan) antar Negara untuk membentuk suatu kawasan perdagangan bebas.
Jenis-jenis HKI yang telah diratifikasi dan diundangkan beserta sanksi jika ada
pelanggaran di Indonesia.

Jenis HKI berserta sanksi-sanksinya:

a. Hak Paten

Dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001

tentang Paten, terdapat sanksi tindak pidana sebagai berikut :

1) Sengaja dan tanpa hak membuat, menggunakan, menjual, mengimpor,
menyewakan, menyerahkan, atan menyediakan untuk dijual atau disewakan
atau diserahkan produk yang diberi paten (Pasal 130 jo Pasal 16 Ayat (1)
huruf a )

2) Sengaja dan tanpa hak menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk
membuat barang ( Pasal 130 jo Pasal 16 Ayat (1) huruf b )

3) Sengaja dan tanpa hak membuat, menggunakan, menjual, mengimpor,
menyewakan, menyerahkan atau menyediakan produk yang diberi paten
Sederhana ( Pasal 131 jo Pasal 16 Ayat (1) hurufa. b)

4) Sengaja tidak menjaga kerahasiaan Invensi dan seluruh dokumen permohonan
( Pasal 132 jo Pasal 25 Ayat (3)

b.Hak Merek

Dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001

tentang Merek | terdapat sanksi tindak Pidana sehagai herikut -

1) Mempergunakan merek vang sama keseluruhannya dengan Merek terdaftar

milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis ( Pasal 90, ( Pasal 91)
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2) Mﬂmpﬁglmakanmndaymgsamapadakﬁclumhmdenganindikssi-gmgrnﬁs
milik pihak lain ( Pasal 92 Ayat (1)

3) Mencantumkan  asal sebenamya pad barang hasil pelanggaran atau
pencantuman kata yang menunjukan barang merupakan tiruan dari barang
terdaftar ( Pasal 92 Ayat (3)

4) Memperdagangkan barang dan/atau jasa hasil pelanggaran Pasal 90, 91,92

atau 93.

¢. Hak Cipta
Dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002

tentang Hak Cipta, terdapat sanksi tindak pidana sebagai berikut (Massudilawe &

Partners, 2008):

1) Tanpa persetujuan pelaku membuat, memperbanyak, atau menyiarkan
rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan pelaku (Pasal 72 Ayat (1), Ayat
(3), Ayat (5), jo Pasal 49 Ayat (1), Ayat (2)

2) Sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual ciptaan atau
barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak yang terkait ( Pasal 72 Ayat (2)

3) Sengaja mengumumbkan ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan
pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan
serta ketertiban umum ( pasal 72 Ayat {4) jo Pasal 17 )

4) Sengaja mengumumkan potret orang yang dibuat tanpa persetujuan orang
yang dipotret apabila bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari
orang yang dipotret ( Pasal 72 Ayat (5) jo Pasal 20 ), Pasal 49 Ayat (3)

5) Dengan sengaja dan tanpa hak meniadakan nama pencipta, mengganti atau
mengubah judul atau isi ciptaan ( Pasal 72 Ayat (6) jo Pasal 55 )

6) Dengan sengaja dan tanpa hak merusak, meniadakan atau dibuat tidak
berfungsi sarana kontrol teknologi sebagai pengaman hak pencipia ( pasal 72
Ayat (8) jo Pasal 27 )



7) Dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perizinan dan persyaratan
produksi yang ditetapkan ( Pasal 72 Ayat (9) jo Pasal 28 )

d. Rahasia Dagang

Dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000
tentang Rahasia Dagang, terdapat sanksi tindak pidana sebagai berikut :

1) Sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain ( Pasal 17
Ayat (1)

2) Sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan, atau
mengingkari kewajiban menjaga rahasia dagang ( pasal 17 Ayat (1) jo Pasal
13)

3) Sengaja memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara yang

bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku ( Pasal 17
Ayat (1) jo Pasal 14 ).

e. Desain Industri

Dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000

tentang Desain Industri, terdapat sanksi tindak pidana sebagai berikut :
1).Dengan sengaja dan tanpa hak membuat, memakai, menjual, mengimpor,
mengekspor dan/ atau memgedarkan barang yang diberi hak desain industri
Pasal54 Ayat (1) jo Pasal 9) 2).Sengaja tidak mencantumkan nama pendesaian
hak desain industri dalam sertifikat desain industri. daftar umum desain

industri, dan berita resmi desain industri ( pasal 54 Ayat (2) jo Pasal 8 )
f. Varietas Tanaman

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000
tentang Perlindungan Varietas Tanaman, terdapat sanksi tindak pidana sehagai
berikut



1).Sengaja memproduksi atau memperbanyak benih, mengiklankan, menawarkan,
dan lain- lain varietas tanaman tanpa persetujuan pemegang hak PVT ( Pasal
71 jo Pasal 6 Ayat (3)

2).Konsultan PVT yang dengan sengaja tidak merahasiakan varietas tanaman dan
dokumen permohonan hak PVT ( Pasal 72 jo Pasal 1 Ayat (1)

3).Pemeriksa PVT atau Pejabat yang terkait dengan pemeriksaan substantif
dengan sengaja tidak menjaga kerahasiaan varietas yang diperiksanya ( pasal
74 jo Pasal 30 Ayat (3)

4) Dalam hal pengalihan hak desain industri dengan sengaja tidak lagi
mencantumkan nama dan identitas pendesain desain industri, maupun dalam
daftar umum desain industri ( Pasal 54 ayat (2) jo Pasal 32 ).

g. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST),

Dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000
tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), terdapat tindak pidana
sebagai berikut :

1).Sengaja dan tanpa hak membuat, memakai. menjual, mengimpor, mengekspor,
dan/ atau mengedarkan barang yang didalamnya terdapat seluruh atau sebagian
desain yang telah diberi hak DTLST ( Pasal 42 Ayat (1) jo Pasal 8 Ayat (1)

2).Sengaja tidak mencantumkan nama pendesaian dalam sertifikat DTLST. daftar
umum DTLST, dan berita resmi DTLST (Pasal 42 Ayat (2) jo Pasal 7))

3).Dalam hal pengalihan hak DTLST dengan sengaja tidak lagi mencantumkan
nama dan identitas pendesain DTLST dalam sertifikat DTLST, berita resmi
DTLST. maupun dalam daftar umum DTLST ( pasal 42 Ayat (2) jo Pasal 24 ).



IL. IMPLEMENTASI HAK CIPTA

Dalam tulisan ini secara khusus membahas persoalan HKI, dalam bidang
hak cipta, dengan alasan hasil ciptaan tradisional, akademisi, pengerajin, desainer
dilingkungan kita tidak dilindungi oleh HKI, bahkan sebaliknya ada terindikasi
pelanggaran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002, bidang
Hak Cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk
mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya memberikan izin untuk itu
dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-
udangan yang berlaku. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang
menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra
(Undang-Undang HAKI, 2008: 2). Hak cipta dipahami sebagai hak yang
diberikan pada setiap hasil ciptaan yang menunjukan keaslian atau kebaharuan
dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra..

Menurut ketentuan pasal 1 ayat (2) UU Hak Cipta juga ditegaskan ada
pencipta dan hasil ciptaan.

“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama

yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan

kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian

yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi”,
Ketentuan pasal 1 ayat (1) UU hak cipta yang menjelaskan pengertian hak cipta

diperkuat lagi dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) yang menyatakan:

“hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak
cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya, yang timbul
secara otomatis setelah sesuatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi
pembatasan menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku™.

Hak Cipta dibedakan menjadi dua jenis. yaitu hak moral (moral righis),

hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta dan hak ekonomi
(economic rights), hak pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi
{Massudilawe dan Partners, 2008: 2)

Sementara itu yang dimaksud dengan hasil ciptann yang diatur dalam pasal 1 ayat
(3) UTI'Hak Cipta, diartikan sebagai berikut: “ciptaan adalah hasil karya pencipta



yang menunjukan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau
sastra”.

Berdasarkan pada pada ketentuan di atas, maka hak cipta dapat difinisikan
sebagai suatu hak monopoli untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptasn
yang dimilki oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Hak Cipta adalah hak alami
yang bersifat absolut, dan dilindungi haknya selama si Pencipta hidup dan
beberapa tahun setelah meninggal dunia. Dapat dipertahankan terhadap siapa pun,
serta menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapa pun. Karena
sifatnya yang abstrak (incorporeal property ), yang merupakan penguasaan atas
hasil kemampuan imajinasi, gagasan dan pikiran, yang apabila telah habis masa
perlindungannya akan menjadi milik umum ( Domaind Public).

Perlindungan Hak Cipta di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak zaman
Penjajahan Belanda yaitu Auteurswet 1912 yang terus berlaku setelah Proklamasi
Kemerdeknan Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Peralihan Undang-
Undang dasar Republik Indonesia tahun 1945, sampai diundangkannya Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Namun
dalam kenyataannya ketentuan Auteurswet 1912 sudah dianggap tidak sesuai
dengan kondisi masyarakal yang sangat memerlukan keberadaan Undang-
Undang yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi Pencipta atas karya-
karya yang diciptakannya. Hak Cipta mengalami perubahan sesuai kehendak
zaman serta kondisi masyarakat dengan lahimya Undang- Undang Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Indonesia kembali bergabung menjadi anggota Berne Convention (Konvensi
Internasional di bidang Hak Cipta ), maka para Pencipta/ Pemegang Hak Cipta
mempunyai kesempatan untuk dapat melindungi hak- hak atas imajinasi, gagasan
dan pikiran dan perbuatan orang- orang yang hanya mencari segi keuntungan saja
tanpa harus memikirkan kesulitan proses penciptaan si Pencipta. Perubahan
tersebut membawa akibat hukum terhadap diberatlannya ancaman pidana
terhadap pelanggaran hak Cipta, dengan maksud agar fungsi Undang- Undang

Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta lebih memiliki



makna dan memungkinkan menahan tersangka pelaku pelanggaran tindak Pidana
Hak Cipta.

Menurut pandangan L.J. Taylor, konsep dasar hukum hak cipta, adalah
bukan melindungi idenya tetapi ekpresi visualnya, sehingga dimungkinkan untuk
melakukan pencegahan atau penuntutan terhadap pelanggaran hak kekayaan
intelektual. Penyelesaiannya dilakukan melalui rehabilitasi pemulihan nama baik,
ganti rugi atas kerugian yang telah dialaminya maupun dengan pembayaran
sejumlah royalty. Namun tidak menutup kemungkinan juga dilakukan oleh antar
negara- negara berkembang yang disinyalir oleh banyak media, dengan berbagai
wacana pemecahan permasalahan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan hak
kekayaan intelektual masing- masing negara. Penyelesaiannya pun dapat
dilakukan melalui jalur hukum dan diplomatik (Bekti Purwanto, 2012).

Secara faktual muncul persoalan sejalan dengan implementasi kesepakatan
AFTA, 2015 nanti (ASEAN Free Trade Area) membuka peluang pasar yang
cukup luas. Dalam perdagangan bebas pada setiap produksi khususnya dalam
bidang kerajinan yang diwajibkan penyertaan sertifikat HKI. Daerah-daerah di
Indonesia, yang menjadi sentral produk para penggiat kerajinan belum banyak
paham dan siap dengan Meng-HKI-an. Oleh Lodra beberapa faktor ketidaksiapan
pengerajin, desainer atau penggiat kerajinan diantanya, karena adat--istiadat,
budaya gotong royong,(Bali: “yadnya™) dan beberapa pelaku di daerah katagori
masih ribetnya untuk pengurusan sertifikat HK1 (2011).

Pada sisi yang lain dengan adanya HKI dengan segala konskuensi
sanksinya, desainer yang berkreasi kreatif mengacu pada nilai-nilai tradisional
yang nota bena masuk ranah publik bebas untuk objek kreasi kena sanksi penjara.
Seperti 1 Kt Dani Ariyasa desainer perak asal Bali, pada tahun 2008 dituduh
melanggar hak cipta oleh PT Karya Tangan Indah (KTI) pengusaha asing
(Amerika), basis usahanya di Badung, Bali (Fajar Bali, 29/4/2008). Lebih lanjut
temuan penelitian Nyoman Lodra, jika ketentuan HEI dengan sanksi-sanksi yang

telah diuratkan diatas dipersoalkan oleh pemegang hak cipta, tidak sedikit



pengerajin/pengusaha perak di Celuk, Bali akan ber-urusan dengan hukum. Oleh
karena motif desain-desain dibuat oleh pengerajin perak dengan objek kreatif
tradisional (EBT) yang dipajangkan (art shop) telah dilindungi dengan hak cipta
(Radar Bali, 8/8/2006, dalam Lodra, 2011).

Tetapi menurut hukum tidak adanya kewajiban untuk mendaftarkan suatu
ciptaan, namun perlu diketahui bahwa tujuan pendaftaran ciptaan adalah untuk
mamudahkﬂnpmhukﬁanhﬂammmwdudimgkemdikemudimbad.dmpﬂm
diingalb&hwnapabﬂaadapihak—pihakyangdapnim&bukﬁkm;makapihukymg
dﬁpﬂihﬂdikantembmmﬂahymgakmmendapmwﬁndmgmhuhm
Maka pemerintah melalui Menteri Kehakiman Republik Indonesia telah
mengeluarkan Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-
HC.03.01 tentang Pendaftaran Ciptaan. Dengan maksud untuk menghindari dan
menguatkan Pencipta yang sebenarnya dalam memberikan pembuktian di
persidangan, karena terkadang bukan tidak mungkin proses permohonan
pendaftaran bisa dimanipulasi oleh pendaftar ciptaan yang tidak jujur.

L. MENGUKUR PEMAHAMAN DAN PENEGAKAN HUKUM HKI

Daerah- daerah di Indonesia dengan keragaman budaya sebagai bagian dari
tradisional knowledge, berupa kesenian rakyat, maupun teknologi- teknologi
tradisional yang tidak diketahui asal muasalnya atau bisa disebut ancnim, yang
secara turun temurun hidup ditengah- tengah tatanan kehidupan masyarakat
daerah setempat. Kalau saja hal ini diakui sebagai sistem kepemilikan yang
bersifat individu (private property) akan menyebabkan kesulitan bagi
perlindungan terhadap karya- karya tradisional yang jumlahnya belum
teridentifikasi dan terinventarisasi. Akhirmya yang menjadi tumpuan harapan
adalah merujuk pada ketentuan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2002 tentang Hak Cipta, pasal 10 Ayat (1) dan (2); dimana Negara
memegang Hak Cipta atas karya- karya peninggalan pra sejarah. sejarah. dan

benda budaya nasional lainnya, yang termasuk folklor (ceritra hikayat, dongeng,
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legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni
lainnya).

Sementara itu pemehaman tentang tradisional knowledge yang terdapat
dalam Pasal 10 Ayat (1) dan (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2002 tentang Hak Cipta merupakan masalah hukum baru yang berkembang
baik ditingkat nasional maupun internasional. Hal ini belum terpenuhi instrumen
hnhmdmﬁkmgmhaﬁmp&dindmgmmupﬁmaldmipemm&am
mﬁfoﬂmeﬁMhﬂy&d&nM}mhﬂrdﬁw
untuk bertahan (swrvive). Walaupun perlindungan mengenai foklor masih
dirasakan sulit untuk menentukan atau membuktikan keasliannya, akibat
banyaknya orang- orang asing yang mengeksploitasi karya- karya tradisional
tanpa izin pencipta karya tradisional, ataupun yang melalui negara. Instansi
terkait, yang kurang memahami keberadaan tradisional knowledge, kemudian
melakukan kerjasama perlindungan hukum dengan luar negeri yang obyeknya ada
di masyarakat tradisional setempat. Hal tersebut sungguh memperihatinkan
mengingat bangsa ini sangat potensial dalam hal kekayaan tradisional knowledge,
kondisi semacam ini akan semakin terpuruk untuk beberapa tahun kedepan, yang
tidak akan dinikmati oleh generasi berikutnya. Oleh karena sudah diproteksi HKI1
olch asing, hal ini karena ketidakmampuan dalam pemahaman HKI yang
berakibat pada anak cucu akan kehilangan kebanggaan tradisi budaya yang telah
diwariskan secara turun temurun dan hidup di tengah masyarakat. Perlindungan
hukum terhadap HKI yang dapat memberikan rasa aman dan sekaligus
mendorong kegairahan serta kreativitas para pencipta dan inventor untuk terus
menerus menghasilkan karya- karya dan invensi yang memiliki keaslian

(onginalitas) dan unsur- unsur kebaruan (novelty).

Pelanggaran HKI dalam bidang Hak Cipta yang di hatur dalam Pasal 72
Ayat (1), seperti yang teruraikan diatas, dilakukan dengan sengaja dapat dipidana
penjara paling lama 7 (tuuh) tahun dan/ atau denda paling banyak
Rp.5.000.000.000.00 (lima milivar rupiah), (Bekti Purwanto: 2013). Dalam



perkembangannya pelanggaran HKI dalam bidang Hak Cipta sering terjadi
perselisihan sengketa penyelesaian secara hukum atau diplomatik.

IV. PENUTUP

Penggiat seni tradisional, praktisi, akademisi, sebaiknya setiap kreasi
kreatifnya diproteksi dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang
tentunya akan berdampak pada peningkatan ekonomi, dan mendorong tumbuhnya
kreativitas yang mampu bersaing dalam pasar Global, sekaligus dapat
memperoleh atau memiliki kembali aset- aset yang telah diklaim atau diakui
sebagai hak milik negara atau bangsa lain tidak akan terulang lagi. Memasuki
AFTA di tahun 2015 ini untuk lebih aman berkreasi kreatif, suatu kewajiban
untuk mendafiarkan hasik kekayaan intelektual (KI) dengan HKI. Agar
‘perlindungan di bidang HKI akan efektif apabila berbagai ketentuan perundang-
undangan dilaksanakan dengan tertib oleh masyarakat serta ditegakkan secara
konsisten dan konsekuen oleh Penegak Hukum, Penyidik PPNS Hak Kekayaan
Intelektual, Penuntut Umum dan Lembaga Peradilan Tata Niaga harus memiliki
komitmen yang kuat untuk mencgakkan hukum di bidang Hak Kekayaan
Intelektual.
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